
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR MODERN DAN WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas
kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya
kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta
meningkatkan kemampuan dan daya saing antar
pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar
maupun skala modal kecil;

b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha
perdagangan eceran modern dalam skala besar,
maka diperlukan usaha penataan pasar modern
agar tidak merugikan keberadaan pasar
tradisional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pasar Modern (Waralaba);

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);



4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia
Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 4739);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4742);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3718);

11.Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern;

12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggara-
an Waralaba;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (LembaranDaerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor
19);



15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR MODERN DAN
WARALABA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Lampung
Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung
Timur.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat
bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih
dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun
pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan,
perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola
oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam
bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall, Plaza,
Shopping Centre dan waralaba yang berbentuk toko modern serta
sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara



modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan
berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan,
bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang pribadi
atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan
oleh orang lain berdasarkan perjanjian waralaba.

9. Pemberi waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang
memberikan hak untuk memanfaatkan dan /atau menggunakan
waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

10. Penerima waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang
diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan
dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi
waralaba.

11. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk
penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi
waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang
menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan
dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba
untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.

12. Penerima waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan
usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau
menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.

13. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari
pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang
identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi,
keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak
dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

14. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara
pemberi waralaba dengan penerima waralaba.

15. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang
selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan
pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data
perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW).

16. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat
STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran
perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau
penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan
pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

18. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang
melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui
satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang
ke outlet yang merupakan jaringannya.

19. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-
masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

20. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan
rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang



disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter
secara eceran.

21. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari
secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara
pelayanan mandiri (swalayan).

22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran
dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.

23. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk
melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga
termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran
dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas
pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang
menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan
secara tunggal.

24. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual
beli barang kebutuhan sehari- hari, alat kesehatan, dan
lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung
oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau
badan usaha.

25. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang
terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau
disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk
melakukan kegiatan perdagangan barang.

26. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau
tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi,
restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi
kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk
melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak
pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan
wilayah/tempat.

27. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian
pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan
mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi yang ada.

28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro,
kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar
disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang
dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat,
dan saling menguntungkan.

29. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur
pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata
ruang.

30. Ketertiban Keamanan Pasar adalah suatu kondisi atau keadaan
yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta
disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan
tempat-tempat penjualan umum.


